Menimbang :

Mengingat

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;

. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik |
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Peﬁleﬂntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Ariggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarang
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarr}bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3). ,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

‘ MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 600.925.434.000,00
2. Belanja Daerah Rp. 638.361.960.997,00

Surplus/(Defisit) Rp. (37.436.526.997,00)



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Rp. 18.290.900.000,00
Pembiayaan Netto Rp. (18.290.900.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. (55.727.426.997,00)
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 119.402.798.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 436.522.636.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 45.000.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 30.690.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.333.790.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 14.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 69.379.008.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 17.450.975.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 419.071.661.000,00
c. Dana Transfer Khusus sejumlah Rp. 0,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
Hibah sejumlah Rp. 0,00

Dana Darurat sejumlah Rp.0,00

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 45.000.000.000.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.0,00

opoop



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a.
b.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 289.969.833.784,00
Belanja Langsung sejumlah Rp. 348.392.127.213,00

. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belaﬁja:

FRme o op

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 284.322.720.092,00
Belanja Bunga sejumlah Rp. 1.879.174.692,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,00

Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.253.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,00

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,00

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 914.939.000,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 600.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

(1)

(2)

a.
b.

C.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 12.158.639.000,00
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 250.570.504.305,00
Belanja Modal sejumlah Rp. 85.662.983.908,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a.
b.

Penerimaan sejumlah Rp. 0,00
Pengeluaran sejumlah Rp. 18.290.900.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.

L W

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 0,00

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,00
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 6.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 11.790.900.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III

»

Lampiran IV
Lampiran V

o

Lampiran VI
Lampiran VII

0 0N o

Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Lampiran VIII

Rancangan Ringkasan APBD;

Rancangan Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rancangan Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rancangan Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rancangan Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rancangan Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Pehyertaan Modal (investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah,;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Diangarkan Kembali Dalam
Tahun Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

(4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan

masyarakat.
(5) Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari dana

transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau
tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dan memberitahukan

kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 6 Desember 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.
MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 9.
ERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA : (9/218/2019)




